
SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, bahwa "rumah sakit Daerah
kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus
serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit
organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan
secara profesional";

b
. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sehingga perlu
diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indo nesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

Mengingat : 1.

2
.



tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3
. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Ngara Republik Indonesia Nomor 4723);

4
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

5
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9
. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagiamana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019
Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor
7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6), diubah
sebagai berikut:



1
. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
terdapat UPT :

a. di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan;

b
. di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis
dinas Daerah, terdapat Rumah Sakit Daerah
sebagai unit organisasi bersifat khusus serta
pusat kesehatan masyarakat sebagai unit
organisasi bersifat fungsional, yang memberikan
layanan secara profesional.

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berbentuk Satuan Pendidikan
Formal dan Non-formal;

(3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit
Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian.

(4) Jenis Rumah Sakit Daerah, terdiri atas rumah sakit
umum dan rumah sakit khusus.

2
. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

(1) Rumah Sakit Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Direktur
Rumah Sakit Daerah.

(2) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesehatan.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit
Daerah.

(4) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
b

, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan
yang diberikan tugas tambahan.



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata
keija Rumah Sakit Daerah, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

3
. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah, dan

ditambah dengan ayat (8), sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah
Kabupaten/Kota, Kepala Badan Daerah. Staf Ahli
Bupati dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kelas A dan Kelas B, merupakan Jabatan Eselon Il.b
atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu,
Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah,
Kepala Bagian, Camat dan Wakil Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B,

merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris
Kecamatan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

,

merupakan Jabatan Eselon Ill.b atau Jabatan
Administrator.

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan
Daerah, Kepala Seksi pada Dinas, Kapala Sub
Bidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas, dan Badan Daerah Kelas A,

Sekretaris, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala
Subbagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala
Seksi pada Rumah Sakit Daerah, merupakan
Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan
Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A

, Kepala
Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan
dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan
Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan
fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat
Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat
fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas
tambahan.

4
. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

5
. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

6
. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 24 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2008 Nomor 4);

b
. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija
Sekretariat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 5);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2008 Nomor 6);

d
. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2008 Nomor 7);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 8);

f
. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija
Kecamatan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 9);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija
Kelurahan Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi
Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 2-2-2021

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 2-2-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR: 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT : (1 / 15 /2021).

Salinan sesuai dengan aslinya

/ÿTOÿBAGIAN HUKUM,

ui 
_

KAfeYONO, SH., M.H.

Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003




